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Abstrak: Keputusan tata usaha negara dalam bentuk perizinan proyek tambang Bendungan Bener di Kabupaten
Purworejo secara nyata telah mengganggu hak dasar masyarakat Desa Wadas seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara normatif terkait kesesuaian aturan dan ketentuan
terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh gubernur Jawa Tengah mengenai izin proyek pertambangan
di Desa Wadas untuk kebutuhan pembangunan Bendungan Bener, serta mengkaji secara yuridis mengenai perlindungan
hak masyarakat Desa Wadas yang telah dilanggar akibat dari adanya keputusan perizinan proyek ini. Lebih lanjut,
penelitian ini menggunakan prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) sebagai bentuk pedoman dalam pelaksanaan
perlindungan hak masyarakat Desa Wadas yang penerapannya berfokus pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat
sebelum proyek dilaksanakan, sehingga juga berkesinambungan dengan pengambilan keputusan tata usaha negara
terkait perizinan. Secara khusus, penelitian ini juga akan menganalisis proses pengambilan keputusan dan juga kebijakan
oleh pejabat tata usaha negara yang dilandaskan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang tertera
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bentuk pedoman dalam
pengambilan keputusan sehingga pelaksanaan proyek tambang demi kebutuhan pembangunan tidak mengganggu hak
masyarakat Desa Wadas yang terdampak.
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Pendahuluan

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur terkait jaminan hak asasi
manusia mulai dari perlindungan, bekerja, memperoleh pendidikan, memeluk agama,
tempat tinggal, dan lainnya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal serta
lingkungan hidup yang layak, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 28 H. Hak
untuk tempat tinggal dan layak serta memperoleh lingkungan hidup yang bersih adalah
hak setiap warga negara. Selain itu setiap warga negara berhak atas kekayaan sumber daya
alam yang ada. Bahwa kekayaan sumber daya alam bumi dan air harus memperhatikan
keadilan, kebersamaan, serta memperhatikan kondisi lingkungan, yang dalam hal ini telah
diatur pula dalam UUD 1945 pada Pasal 33. Namun, pada kenyataannya kekayaan alam
bumi, air yang terkandung didalamnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Sering kali
ditemui kasus perizinan penambangan yang dalam hal ini berdampak pada kesejahteraan
masyarakat sekitar dan kondisi lingkungan hidup.

Proyek Strategi Nasional (PSN) adalah suatu proyek yang diadakan atau dilakukan
oleh instansi pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau badan usaha
yang mana mempunyai sifat strategis dalam hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan
pemerataan dan pertumbuhan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) yaitu proyek tambang batu andesit
dalam pembangunan Bendungan Bener. Banyak sekali kasus perizinan Surat Keputusan
yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang bertentangan dan berdampak langsung pada
masyarakat serta menimbulkan adanya potensi pencemaran lingkungan hidup. Salah
satunya yaitu dapat kita lihat pada kasus di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari adanya Surat Keputusan yang mana dikeluarkan
oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Lokasi
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan
Kabupaten Wonosobo. Melalui Surat Keputusan (SK) tersebut yang menjadi pemicu
masalah yang terjadi dalam hal ini warga Desa Wadas tidak menyetujui dengan
diterbitkannya SK tersebut yang menimbulkan adanya konflik dan bentrok dengan aparat
polisi. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan tersebut warga dengan didampingi
koalisi advokat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang
guna menggugat SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) telah
diatur terkait bagaimana AAUPB ini penting untuk dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat TUN. Pada Surat Keputusan
Gubernur Jawa Tengah tersebut menimbulkan banyak pertentangan oleh masyarakat
umum, tidak hanya masyarakat Desa Wadas sendiri melainkan juga organisasi lingkungan
hidup seperti WALHI. Hal ini menunjukkan pertanyaan apakah Surat Keputusan yang
dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah tersebut sudah sesuai dan berpedoman dengan Asas-
Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Selain sebagai pedoman dalam administrasi
negara, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat mengajukan gugatan, serta
adanya AAUPB ini berguna sebagai alat uji hakim PTUN dalam mengambil putusan terkait
sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan (Herlambang, 2024).
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Melalui prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) ini dapat memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengungkapkan hak-haknya dengan
menyatakan penolakan dan persetujuan terhadap kebijakan atau aktivitas proyek yang
dilaksanakan di wilayah mereka, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat dan
berpotensi pada kawasan, sumber daya alam, dan tanah mereka (Neltje Saly et al., 2024).
Dalam hal ini perlu diketahui perlindungan dan upaya apa saja yang dapat diberikan dan
dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas. Mengingat adanya Surat Keputusan Gubernur
Jawa Tengah tersebut telah menimbulkan konflik yang besar. Selain itu, hak masyarakat
wadas yang terjamin dalam UUD 1945 bertentangan dengan Pasal 28 H. Bahwa masyarakat
Wadas berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang
sehat. Adanya proyek tersebut yaitu penambangan batu andesit yang dilakukan dengan
pengerukan dan peledakan dinamit 5,3 ton pada area lahan hingga mencapai kedalaman
40 meter. Hal tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan, termasuk sumber mata air,
kesehatan warga Wadas terganggu, dan berdampak pada mata pencaharian pada
perkebunan lahan yang digunakan untuk bertani dan berkebun. Berdasarkan uraian latar
belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah untuk menjadi topik kajian yang akan
dibahas dalam pembahasan yaitu: 1) Apakah Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Terkait Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Sudah Sesuai dengan Asas-
Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB)?; 2) Bagaimana Perlindungan Hak
Masyarakat Wadas Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terkait Perizinan
Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent
(FPIC)?.

Metode

Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
Metode ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum atau sebuah kasus yang
ada (Zainuddin & Dinda Karina, 2023) mengenai objek dalam penelitian ini yakni
pengambilan keputusan tata usaha negara yaitu penerbitan surat perizinan. Metode ini
secara khusus mengkaji mengenai analisis kebijakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan termasuk proses pengambilan keputusannya, sehingga penelitian ini dilakukan
melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) disertai dengan pendekatan
kasus (case approach).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terhadap Hak Masyarakat
Wadas Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan
suatu badan atau pejabat publik TUN mengenai tindakan hukum TUN yang berdasarkan
dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bersifat konkret, individual, dan
final serta menimbulkan adanya akibat hukum bagi suatu badan hukum perdata atau
seseorang. Peradilan Tata Usaha telah diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan badan
atau pejabat publik TUN ini dapat menimbulkan terjadinya sengketa. Sengketa TUN
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merupakan suatu sengketa yang terjadi pada lingkup tata usaha negara dalam hal ini antara
badan hukum perdata atau individu dengan badan atau pejabat TUN. Sengketa ini timbul
karena dikeluarkannya suatu Surat Keputusan oleh pejabat TUN. Oleh sebab itu, sengketa
tata usaha negara pada dasarnya merupakan sengketa tentang suatu legalitas yang mana
dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN (Herlambang, 2024).

Kasus yang telah terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah telah menarik perhatian masyarakat umum dan aktivis lingkungan. Hal ini
dikarenakan masyarakat Wadas menentang dan menolak adanya penambangan di daerah
tersebut. Pada tahun 2018 Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 590/41 Tahun 2018 terkait dengan Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Bendungan Bener. Bahwa masyarakat menolak adanya perampasan tanah
serta menolak penambangan batu andesit di desa mereka untuk keperluan material sebagai
pembangunan Bendungan Bener. Adanya penambangan tersebut masyarakat akan
kehilangan lahan sekitar 124 hektar tanah, yang mana dilakukan untuk kegiatan
peternakan, pertanian, budidaya sayuran, buah-buahan, obat-obatan, produksi beras, dan
masih banyak lagi (Ramadhan et al., 2024). Lahan tersebut menjadi salah satu sumber mata
pencaharian untuk bertani. Pengadaan tanah Bendungan Bener seluas kurang lebih 592,08
Hektar. Masyarakat terus menentang dan menolak adanya penambangan di desa mereka
meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Akan tetapi, keberatan dan penolakan masyarakat
wadas tidak diperhatikan. Bahwa SK tahun 2018 telah habis masa berlakunya dan
diperpanjang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
539/29 Tahun 2020 terkait dengan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Pembangunan Bener. Warga Desa Wadas terus melakukan protes terhadap keputusan
tersebut serta melakukan demonstrasi atas penolakan dan keberatan terhadap
penambangan di Desa Wadas.

Bahwa pertambangan batu andesit yang akan dipergunakan sebagai bahan material
pembangunan Bendungan Bener ini akan mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan,
mata pencaharian, serta sumber mata air di Desa Wadas. Bukannya ditindaklanjuti terkait
dengan penolakan dan keberatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan
Surat Keputusan, pada tanggal 7 Juni 2021. SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa
Tengah mengenai Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan
Bendungan Bener dengan Nomor 590/20 Tahun 2021. Bahwa setelah dikeluarkannya
Keputusan tersebut pada tanggal 15 Juli 201 masyarakat wadas menentang dan
mengajukan gugatan ke PTUN Semarang. Dengan mengajukan gugatan SK Gubernur Jawa
Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 dengan register Nomor 68/G/PU/2021/PTUN/SMG. Hal
ini merupakan bagian dari upaya administratif yang dapat dilakukan. Upaya administratif
merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya
suatu Keputusan atau suatu tindakan yang merugikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 75
UU No. 30 Tahun 2014 yang mana upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding.
Akan tetapi, pada tanggal 21 Agustus 2021 gugatan yang tersebut ditolak. Warga Desa
Wadas bersama koalisi advokat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait
dengan penolakan setelah majelis hakim PTUN menolak gugatannya terkait dengan Surat
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Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Namun, pada akhirnya tidak menemukan titik terang,
MA menolak kasasi tersebut.

Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut patut dinilai
apakah sesuai dengan kepentingan bersama dan berdasarkan Asas-Asas Umum
Pemerintah Yang Baik (AAUPB). Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan pada Pasal 1 angka 1, Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB)
merupakan suatu prinsip yang mana digunakan untuk acuan atau dasar penggunaan
Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau
Tindakan dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut
bahwa AAUPB ini merupakan pedoman bagi pejabat TUN dalam menjalankan
kewenangannya. AAUPB bagi pejabat administrasi negara mempunyai peran penting
untuk dapat menganalisa terkait dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pejabat
administrasi negara, yang mana apakah ketentuan tersebut sudah layak untuk dapat
diterapkan pada kehidupan masyarakat (Andy Gunawan et al., 2019). Melihat dari kasus
wadas berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah yang menjadi pertentangan, penolakan bagi
masyarakat di Desa Wadas dan telah diajukan gugatan ke PTUN Semarang. Hal ini dapat
dianalisis terkait Surat Keputusan tersebut apakah sudah sesuai dengan AAUPB yang telah
diamanatkan undang-undang. Berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 10 yang
mengatur terkait AAUPB.

Bahwa pejabat pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dalam membuat
Keputusan tidak sesuai dengan penerapan AAUPB. Pertama, kepastian hukum, bahwa
pejabat TUN dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan harus memiliki dasar
hukum yang jelas dan berdasar pada asas kepastian hukum. Namun, dalam
pelaksanaannya Surat Keputusan tersebut tidak memperhatikan asas kepastian hukum
yang mana SK yang dikeluarkan tersebut menimbulkan pertentangan oleh masyarakat dan
bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat Desa Wadas. Selain itu, kepastian
hukum terhadap pertambangan batu andesit di wilayah tersebut tidak memiliki izin yang
jelas, tentu saja hal ini tidak berdasar pada UU Minerba yang mana dalam pelaksanaan
penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan AMDAL (Tandiono, B.,
Lestari, M., & Arwanto, 2022). Hal ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dalam
mengeluarkan Keputusan tersebut. Kedua, kemanfaatan, bahwa adanya Keputusan
tersebut tidak memberikan banyak manfaat oleh masyarakat Desa Wadas, melainkan
banyak menimbulkan kerugian oleh masyarakat Wadas, dikarenakan proyek
penambangan tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan, mata pencaharian,
sumber mata air. Hal tersebut sudah terjadi, yang mana mengakibatkan terjadinya banjir
dan sumber mata air di Desa Wadas menjadi tercemar. Ketiga, ketidakberpihakan, bahwa
pemerintah atau badan yang terlibat dalam proyek tersebut mengesampingkan hak
masyarakat Wadas yang terancam, mereka lebih mementingkan Proyek Strategi Nasional
(PSN) yang mana penambangan tersebut jelas merugikan masyarakat. Keempat,
kecermatan, bahwa Gubernur Jawa Tengah sebelum mengeluarkan SK tidak cermat dalam
mempertimbangkan dampak atau resiko yang terjadi terhadap hak konstitusional
masyarakat Wadas. Keelima, tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa dalam
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Keputusan tersebut tidak menjelaskan adanya penambangan batu andesit. Bahwa
penambangan dan pembangunan proyek Bendungan merupakan dua hal berbeda, jika
melakukan pertambangan perlu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta AMDAL
yang harus dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi (Tandiono, B., Lestari,
M., & Arwanto, 2022). Sedangkan, adanya penambangan batu andesit di Desa Wadas belum
memiliki IUP. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam mengambil
keputusan. Keenam, keterbukaan, Pada Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan pada
tahun 2018, 2020, dan 2021 bahwa adanya Surat Keputusan tersebut tidak memuat terkait
dengan pertambangan batu andesit, yang mana akan berdampak pada lingkungan, adanya
pertambangan tersebut telah melanggar asas keterbukaan dan transparansi (Tandiono, B.,
Lestari, M., & Arwanto, 2022). Dalam hal ini tidak diberitahukan sebelumnya bahwa akan
dilakukan penambangan batu andesit untuk keperluan material pembangunan Bendungan.
Ketujuh, kepentingan umum, bahwa dalam mengambil SK tersebut tidak memperhatikan
untuk kepentingan umum yaitu masyarakat Desa Wadas, selain itu kurangnya partisipasi
publik dan keterbukaan terkait proyek penambangan batu andesit menimbulkan adanya
penyalahgunaan wewenang. Bahwa pertambangan tidak dapat digolongkan sebagai
kepentingan umum, selain itu penambangan bukan termasuk dalam pengadaan tanah yang
didasarkan untuk kepentingan umum (Boediningsih et al., 2021).
Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Surat Keputusan Perizinan Proyek
Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent

The administration of law mencakup tentang bagaimana hukum itu dilaksanakan dan
sejauh manakah dapat dipersoalkan kejelasan-kejelasannya terhadap produk-produk
hukum, seperti halnya keputusan-keputusan administrasi negara (beschikkings)
(Asshiddiqie, J 2016). Lebih lanjut diatur dalam UU TUN, keputusan administrasi
pemerintahan merupakan keputusan TUN, sehingga harus dimaknai sebagai ketetapan
tertulis atau tindakan faktual yang bersifat final dalam arti luas dengan pengambilan
keputusannya berdasarkan ketentuan AAUPB dan berlaku bagi warga masyarakat. Selain
dengan bentuk tertulis, unsur-unsur dalam beschikkings menurut (Riza, D 2018) yang harus
terpenuhi adalah keputusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam das sein atau implementasinya dalam perkembangan kenyataan,
keputusan TUN terkadang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan norma, terlebih lagi apabila hal tersebut menyangkut hak masyarakat atau warga yang
terdampak dengan adanya keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi
negara. Lebih jauh membahas tentang pengaturan hak-hak masyarakat dalam hal ini warga
negara Indonesia, tentunya konstitusi secara eksplisit telah mengatur hak-hak absolut/dasar
mulai dari umum ke khusus, mulai dari individual hingga sosial yang diwujudkan sebagai
bentuk dari hukum objektif, sehingga sudah sepatutnya sebuah keputusan TUN diambil
dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang menjadi bentuk dari pemenuhan
unsur beschikkings. Dalam pembahasan pertama, sudah disebutkan bahwasanya
kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam halnya keputusan TUN
haruslah berdasarkan AAUPB dengan memuat asas kepastian hukum, kepentingan umum,
keterbukaan, bahkan kesamaan dalam mengambil keputusan (Herlambang, 2024).
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Dalam pengambilan suatu keputusan oleh pejabat TUN, penting untuk
mendengarkan serta melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan AUUPB tentang
asas keterbukaan dan kepentingan umum. Terlebih lagi, keputusan tersebut akan menjadi
penetapan tertulis yang memberikan akibat hukum. Partisipasi masyarakat disini
merupakan sebuah hak yang berasal dari masyarakat itu sendiri sebagai seorang warga
negara; 1) right to be heard; 2) right to be considered; 3) right to be explained. Pejabat TUN
yang mengeluarkan KTUN sangatlah melanggar asas atau pedoman pemerintahan yang
baik (dikenal dengan AAUPB) apabila satu atau salah tiga hak masyarakat yang telah
disebutkan maupun yang tertera dalam konstitusi dilanggar oleh keputusan yang
dikeluarkan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut kemudian dapat dianggap
sebagai bentuk pelanggaran HAM, karena negara dianggap mengeluarkan kebijakan atau
regulasi yang berkenaan dengan konsep menolak tanggung jawabnya yang berkenaan
dengan penjaminan pelaksanaan hak-hak warga negara.

Lantas bagaimana jadinya apabila suatu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh
pemerintah tersebut ternyata melanggar hak-hak masyarakat, seperti Surat Keputusan
tentang Lokasi Proyek Tambang Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo
Jawa Tengah yang telah melanggar hak-hak masyarakat Wadas, diantaranya hak absolut
dan sosial yaitu hak untuk didengarkan meliputi hak untuk hidup, hak ekonomi yaitu hak
untuk mendapatkan kehidupan yang layak (dampak lingkungan; atau dampak sosial;
pekerjaan), hak untuk dipertimbangkan serta hak untuk diberi penjelasan. Perlindungan
terhadap hak masyarakat Wadas harus dilaksanakan, terutama dalam mengambil
keputusan yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah 2013-2023, berdasarkan SK
Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018 yang kemudian berlanjut dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021. Keberlanjutan Surat Keputusan itu jelas
menjadi pernyataan bahwa ketidaksetujuan masyarakat Desa Wadas yang secara nyata
telah dilanggar haknya tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam
mengambil keputusan lebih lanjut.

Implikasi konflik pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas jelas melibatkan
beberapa pihak diantaranya pemerintah. Sehingga, resolusi konflik dalam hal memberikan
perlindungan hak terhadap masyarakat, penelitian ini mencoba menerapkan prinsip free
and prior informed consent (FPIC) dengan subjek masyarakat dan pembuat kebijakan.
Penerapan prinsip ini yaitu dengan menggunakan hak masyarakat untuk menyatakan
persetujuan atau penolakan terhadap suatu kebijakan atau proyek (Saly, J. N., et all 2024).
Unsur-unsur dalam prinsip ini meliputi 1) free (bebas); 2) prior (sebelum); 3) informed
(pemberitahuan/penginformasian secara terbuka dan seluas-luasnya) dan 4) consent
(persetujuan). Prinsip ini secara khusus mengedepankan hak mereka untuk didengarkan
secara bebas suatu pendapat dari masyarakat sebelum proyek atau kebijakan dilaksanakan,
juga mengedepankan pemberian informasi yang rinci oleh pemerintah terkait dengan
proyek atau kebijakan yang hendak dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memberikan
keputusan tanpa paksaan. Prinsip ini juga mengkhususkan asas keterbukaan yang
merupakan kewajiban pemerintah dan badan publik yang bukan hanya sebagai bentuk
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penyampaian informasi seperti dampak dan juga kebijakan kompensasi, namun juga
meliputi hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan (Prasetyo, P.K,, et all 2020).

Lalu terhadap penerapannya pada konteks suatu kebijakan atau proyek telah
berjalan seperti yang terdapat pada masyarakat Desa Wadas terhadap keputusan TUN
tersebut, FPIC dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi yang transparan apabila
sebuah proyek telah dilaksanakan, dengan menerangkannya bahwasanya proyek yang
berjalan tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan
ekonomi, serta tidak akan memberikan dampak lingkungan, namun dalam konteks sebuah
KTUN sudah dijadikan objek sengketa, FPIC sebagai pedoman dalam evaluasi proyek tidak
dapat dilaksanakan, sehingga FPIC dalam permasalahan masyarakat Desa Wadas dapat
digunakan untuk menuntut hak mereka berupa kompensasi yang dilakukan dengan
membuka pembicaraan antara masyarakat Desa Wadas dengan perusahaan penyelenggara
proyek dan pemerintahan. FPIC juga dapat dijadikan dasar untuk menuntut
pemberhentian proyek melalui pencabutan perizinan (KTUN) dengan alasan cacat secara
substansi.

Apabila penerapan prinsip FPIC dilaksanakan maka secara eksplisit juga telah
memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak masyarakat Desa Wadas. Prinsip ini
dapat dijadikan pedoman untuk sebelum, selama dan setelah keberlangsungan sebuah
proyek yang bersumber dari kebijakan. Prinsip FPIC merupakan pedoman standar dalam
memberikan perlindungan hak masyarakat, karena penerapan prinsip ini secara nyata telah
mengakui kedaulatan dan hak masyarakat Desa Wadas, selain itu prinsip FPIC dapat
digunakan masyarakat Desa Wadas untuk mengontrol keberlanjutan suatu proyek
pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka sesuai dengan kebiasaan sosial dan
budaya tanpa intervensi dari pihak manapun. Disisi lain, penerapan prinsip FPIC juga akan
menguntungkan bagi pihak pemerintah dan perusahaan terkait, karena FPIC tidak hanya
digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat Desa Wadas, namun juga untuk
mengurangi tantangan hukum yang timbul akibat konflik sosial serta kerugian materil.

Selanjutnya, lebih lanjut mengenai penerapan FPIC, prinsip ini bukanlah hal yang
baru namun sudah mengakar di masyarakat terlebih lagi Indonesia merupakan negara
yang dalam hukum internasional menjunjung tinggi HAM. Meskipun demikian, prinsip
FPIC ini belum diatur secara rinci di hukum nasional sehingga prinsip FPIC tidak dapat
serta-merta diterapkan sebagai pedoman karena banyak aspek yang harus dipenuhi dan
pendekatan yang harus dilakukan secara inklusif dan terbuka (transparan). Akan tetapi,
dalam kasus masyarakat Desa Wadas penerapan prinsip ini dapat digunakan sebagai
bentuk penuntutan hak, terlebih lagi terhadap SK Gubernur Jawa Tengah tahun 2021 yang
memberikan angin segar bahwasanya pengadaan tanah tetap akan dilanjutkan
keberlakuannya, sehingga dalam keberlanjutan tersebut, prinsip FPIC menjadi sarana
untuk memastikan bahwasanya terdapat hak-hak masyarakat yang diakui secara nyata oleh
hukum sehingga kebijakan yang dikeluarkan haruslah menghormati dan melindungi hak-
hak masyarakat, dalam artian ruang untuk masyarakat memberikan evaluasi, keluhan dan
masukan tidak boleh dibatasi.
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Kesimpulan

Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29
Tahun 2020 terkait Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bener
ini tidak sesuai dan tidak berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik
(AAUPB) yang berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 2014. Mulai dari perlawanan dan
penolakan oleh masyarakat Desa Wadas terhadap penambangan batu andesit untuk
keperluan material Bendungan Bener. Hal ini tentu saja melanggar hak konstitusional
masyarakat Desa Wadas. Adanya penambangan tersebut menimbulkan dampak yang besar
yaitu terancamnya lahan, pencemaran lingkungan hidup, mata pencaharian, serta sumber
mata air yang tercemar. Bahwa penambangan dan pembangunan proyek Bendungan Bener
merupakan dua hal yang berbeda. Jika melakukan penambangan harus memiliki prosedur
yaitu dengan adanya Izin Usaha Penambangan (IUP). Diterbitkannya Surat Keputusan
Gubernur Jawa Tengah tersebut bertentangan dengan AAUPB, yang mana AAUPB
merupakan suatu asas yang penting sebagai pedoman atau dasar bagi pejabat TUN untuk
melaksanakan kewenangan. Bahwa Surat Keputusan tersebut tidak mematuhi dan
bertentangan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, ketidakberpihakan,
tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, dan kepentingan umum.

Konflik yang disebabkan oleh keputusan TUN mengenai SK Gubernur Jawa Tengah
tentang lokasi pertambangan yang akan dilakukan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo
untuk kebutuhan Bendungan Bener menyebabkan pelanggaran hak masyarakat Desa
Wadas. Penyelesaian konflik sebagai upaya perlindungan hak masyarakat Desa Wadas
yang terancam akibat adanya kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan
prinsip FPIC sebagai bentuk solusi sederhana yang melibatkan pembuat kebijakan dan
masyarakat Desa Wadas. Prinsip ini mengedepankan diakuinya hak masyarakat setempat
yang terdampak, sehingga sebuah kebijakan tidak hanya mengacu kepada AAUPB namun
juga pada prinsip FPIC yang memuat 4 unsur untuk perlindungan secara menyeluruh.
Namun, penerapan prinsip FPIC dapat dikatakan tergolong efektif apabila prinsip FPIC
secara eksplisit diatur dan dimasukkan ke dalam hukum nasional, sehingga perlu adanya
regulasi yang mengatur secara jelas mengenai prinsip FPIC.
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